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[bookmark: _Toc198504096][bookmark: _Toc198508724][bookmark: _Toc199275076][bookmark: _Toc198508725]BAB I
PENDAHULUAN
Pada bab satu ini memuat tentang pembahasan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.
1.1. [bookmark: _Toc198504097][bookmark: _Toc198508726][bookmark: _Toc199275077]Latar Belakang
Efisiensi anggaran merupakan salah satu bagian terpenting dari reformasi birokrasi dan tata kelola keuangan negara yang bertanggung jawab. Pemerintah Indonesia terus mendorong pengelolaan keuangan yang lebih optimal, terutama dalam menghadapi tantangan fiskal seperti ketidakseimbangan belanja dan ketergantungan pada sektor tertentu. Dalam konteks tersebut, pengeluaran pemerintah harus diarahkan untuk memberikan hasil maksimal dengan biaya yang minimal.
2

Pengelolaan anggaran belanja pemerintah merupakan pilar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien. Efisiensi anggaran menjadi keharusan di tengah keterbatasan fiskal dan meningkatnya kebutuhan publik. Dalam konteks tersebut, pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan strategis berupa Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, sebagai langkah nyata mendorong pengelolaan anggaran yang lebih optimal dan berorientasi pada hasil (Merdeka, 2025). 
2

Instruksi Presiden ini mengamanatkan seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk melaksanakan efisiensi anggaran belanja secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan. Sasaran efisiensi anggaran nasional yang ditetapkan mencapai Rp.306.695.177.420.000, terdiri dari efisiensi anggaran pada kementerian/lembaga sebesar Rp.256.100.000.000.000, serta efisiensi anggaran dari transfer ke daerah senilai Rp.50.595.177.420.000 (Republik Indonesia, 2025). Besaran ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mengefisiensikan pengeluaran tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik.
Implementasi kebijakan efisiensi anggaran di berbagai sektor pemerintahan menunjukkan dinamika yang kompleks. Pemangkasan anggaran berdampak pada pelaksanaan program strategis, meskipun dengan strategi penyesuaian seperti revisi target dan tunda bayar, sebagian besar output tetap dapat tercapai. Strategi ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam pengelolaan anggaran untuk menjaga kinerja meskipun dalam kondisi keterbatasan fiskal (Habibah, 2020). 
Pemangkasan anggaran sebagai bentuk efisiensi tidak dapat dihindari dalam kondisi krisis. Dalam situasi mendesak seperti pandemi, realokasi dana dilakukan terhadap kegiatan yang tidak prioritas, termasuk perjalanan dinas dan biaya rapat, untuk dialihkan ke penanganan krisis kesehatan dan sosial (Astiti, 2020). Strategi efisiensi semacam ini membutuhkan perencanaan yang matang dan koordinasi antar lembaga agar tidak menimbulkan ketimpangan dalam pelayanan publik.
Hal serupa juga terlihat pada refocusing anggaran yang dilakukan selama masa pandemi Covid-19. Meskipun refocusing anggaran dilakukan secara besar-besaran untuk kebutuhan penanganan pandemi, efektivitasnya tetap dapat tercapai berkat strategi yang menyasar tiga sektor utama, yakni kesehatan, pemulihan ekonomi, dan jaring pengaman sosial (Sopanah et al., 2022). Ini menunjukkan pentingnya penyesuaian strategi implementasi agar kebijakan efisiensi tidak menghambat pencapaian tujuan pembangunan (Sopanah et al., 2022). Realokasi dan refocusing anggaran dilakukan untuk menangani krisis kesehatan dan sosial ekonomi. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa penggunaan belanja tidak terduga cukup efektif dalam menjaga target indikator kinerja utama daerah (Soewardi et al., 2023).
Dalam konteks strategi implementasi, penelitian yang dilakukan oleh Aldila & Estiningrum (2022) menggarisbawahi pentingnya revisi anggaran, penundaan program, dan optimalisasi realisasi anggaran sebagai bagian dari strategi adaptif pemerintah dalam menghadapi tekanan fiskal selama pandemi. Strategi tersebut terbukti efektif dalam menjaga tingkat penyerapan anggaran dan kinerja program secara umum.
Sebagai bentuk implementasi di daerah, Pemerintah Kota Balikpapan menetapkan efisiensi belanja daerah tahun 2025 yang diperkirakan sebesar Rp. 90 miliar dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Rp. 4,6 triliun (lintasbalikpapan, 2025). Ini menjadi tantangan besar, terutama bagi organisasi perangkat daerah seperti Satuan Polisi Pamong Praja, yang memiliki peran penting dalam penegakan peraturan daerah dan perlindungan masyarakat.
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan menghadapi tekanan untuk tetap menjalankan tugas-tugas strategis seperti penertiban, patroli, pengawasan, dan pengamanan kegiatan publik, dengan anggaran yang lebih terbatas. Di sisi lain, pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja selama ini banyak terserap untuk belanja operasional seperti bahan bakar, perawatan kendaraan, perlengkapan pengamanan, dan honorarium petugas lapangan. Efisiensi pada pos-pos tersebut berisiko mengganggu kinerja layanan jika tidak dikelola secara tepat.
Berdasarkan Peraturan Daerah, anggaran belanja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan tahun 2025 adalah sebesar Rp. 53.088.643.398 (Pemerintah Kota Balikpapan, 2024). Jika mengikuti prinsip proporsional dari target efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Balikpapan, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan diperkirakan harus mengefisiensikan anggaran belanja sekitar Rp. 1 miliar. Nominal ini, meski terlihat kecil secara makro, memiliki konsekuensi signifikan terhadap operasional harian Satuan Polisi Pamong Praja, terutama jika efisiensi dilakukan tanpa strategi adaptif.
Sebagai contoh efisiensi anggaran belanja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan terjadi pada tahun 2016. Pada pertengahan triwulan kedua tahun 2016, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan melakukan rasionalisasi anggaran belanja sekitar 30% dari anggaran belanja murni. Strategi yang digunakan saat itu adalah melakukan prioritasi anggaran belanja program dan kegiatan. Kemudian dilakukan pemangkasan anggaran belanja berdasarkan skala prioritas. Setelah itu dilakukan pemangkasan anggaran belanja pada kegiatan non prioritas. Beberapa kegiatan yang dirasionalisasi seperti, belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan, belanja perjalanan dinas, dan belanja alat tulis kantor, yang dipangkas hampir 50%. Hal ini menyebabkan beberapa kegiatan harus dibatalkan. Seperti kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur di beberapa bidang harus dibatalkan, karena kegiatan tersebut berisi belanja perjalanan dinas ke luar daerah. Kegiatan ini pada dasarnya merupakan kegiatan pendidikan dan pelatihan yang akan dilaksanakan di Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri yang berada di Jakarta dan Yogyakarta. Dengan dibatalkannya kegiatan ini membuat capaian kinerja pada kegiatan ini tidak maksimal.
Kemudian pada pertengahan triwulan ketiga tahun 2016, kembali dilakukan rasionalisasi anggaran. Masih dengan strategi yang sama, kali ini bukan anggaran belanja kegiatan non prioritas yang dipangkas melainkan anggaran belanja kegiatan prioritas yaitu, kegiatan penertiban dan kegiatan sidang tindak pidana ringan. Pemangkasan anggaran belanja pada kegiatan penertiban sangat terlihat dampaknya. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan harus mengurangi jumlah penertiban, dikarenakan pemangkasan anggaran belanja honorarium petugas penertiban dan anggaran belanja makanan dan minuman kegiatan. Kegiatan ini dilaksanakan dengan melibatkan pihak Kepolisian Resor Kota Balikpapan dan Komando Distrik Militer 0905/Balikpapan sebagai bawah kendali operasi kegiatan tersebut. Kemudian pemangkasan anggaran pada kegiatan sidang tindak pidana ringan yaitu dengan cara memangkas anggaran belanja honorarium petugas sidang dan belanja makanan dan minuman kegiatan yang menyebabkan pengurangan pada jumlah sidang yang digelar. Kegiatan ini dilaksanakan dengan melibatkan Kejaksaan dan Kehakiman sebagai petugas sidang. Dengan adanya pemangkasan anggaran pada dua kegiatan ini, tentu akan berdampak pada peningkatan angka pelanggaran terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan angka gangguan ketentraman dan ketertiban umum. Rasionalisasi anggaran pada dua kegiatan tersebut menyebabkan capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan menurun.
Sebagai contoh lainnya dapat dilihat pada masa pandemi Covid-19, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan juga turut melaksanakan refocusing dan realokasi anggaran sebagai tindakan dari efisiensi anggaran. Namun pemangkasan anggaran kali ini berbeda dengan rasionalisasi anggaran tahun 2016. Dalam situasi yang darurat yang ini, pemangkasan anggaran dilakukan untuk mencegah penularan Covid-19. Selain dengan menggunakan strategi pemangkasan anggaran kegiatan non prioritas, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan juga melakukan realokasi anggaran belanja dengan mengalokasikan beberapa anggaran belanja kegiatan prioritasnya ke kegiatan pencegahan penularan Covid-19. Beberapa anggaran belanja yang dipangkas yaitu anggaran belanja perjalanan dinas ke dalam dan ke luar daerah, belanja alat tulis kantor, dan belanja makanan dan minuman rapat. Sementara itu anggaran belanja kegiatan prioritas yang dialokasikan ke kegiatan pencegahan penularan Covid-19 seperti anggaran belanja kegiatan penertiban dan kegiatan sidang tindak pidana ringan. Anggaran belanja tersebut dialokasikan untuk belanja obat-obatan, belanja suplemen, dan belanja lainnya terkait dengan pencegahan penularan Covid-19. 
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan sebagai salah satu garda terdepan dalam pencegahan penularan Covid-19 juga mendapatkan tambahan dana berupa belanja tidak terduga dari Pemerintah Kota Balikpapan yang ditujukan untuk pelaksanaan kegiatan pembatasan sosial berskala besar yang selanjutnya diganti dengan kegiatan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Beberapa kegiatan tersebut antara lain, kegiatan penjagaan dan pemeriksaan di bandara, kegiatan penutupan beberapa ruas jalan, kegiatan penertiban tempat-tempat keramaian, kegiatan penertiban penggunaan masker, dan kegiatan pengawalan pemakaman pasien Covid-19. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan juga bekerjasama dengan beberapa organisasi perangkat daerah terkait pencegahan penularan Covid-19 diantaranya, Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, Dinas Perhubungan Kota Ballikpapan, Dinas Tenaga Kerja dan Sosial, dan seluruh kelurahan di Kota Balikpapan. Selain itu Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan juga melakukan Kerjasama lintas sektor, yaitu dengan pihak Kepolisian Resor Kota Balikpapan dan Komando Distrik Militer 0905/Balikpapan dalam upaya pencegahan penularan Covid-19.
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan juga melakukan beberapa inovasi pada kegiatan dengan memanfaatkan teknologi komunikasi yaitu dengan melakukan belanja untuk pembelian lisensi zoom meeting. Hal ini dilakukan untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, kegiatan rapat koordinasi dengan instansi terkait pencegahan penularan Covid-19, dan kegiatan bimbingan teknis. Ini merupakan salah satu cara dalam melakukan realokasi anggaran belanja, sehingga indikator kinerja tetap tercapai.
Kebijakan efisiensi selama pandemi membuktikan bahwa dengan perencanaan yang matang dan pengelolaan yang terarah, anggaran dapat digunakan lebih efektif tanpa menurunkan mutu pelayanan. Oleh karena itu, penting untuk menilai bahwa pendekatan serupa dapat diimplementasikan kembali melalui kebijakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dalam kondisi normal, bukan darurat.
Salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan efisiensi anggaran adalah minimnya data analitik terkait efektivitas program dan kegiatan. Tanpa basis data yang kuat, efisiensi hanya berujung pada pemotongan anggaran secara acak, yang dapat berdampak pada capaian kinerja. Oleh karena itu, implementasi efisiensi seharusnya berbasis pada analisis kebutuhan, prioritas kegiatan, dan dampak layanan.
Dalam konteks Satuan Polisi Pamong Praja, pemangkasan anggaran operasional seperti pengurangan jam patroli atau jumlah personel dalam suatu kegiatan dapat mengakibatkan turunnya kapasitas dalam menjaga ketertiban umum. Padahal, gangguan ketertiban sering kali meningkat bersamaan dengan tekanan sosial dan ekonomi, terutama di kota dengan pertumbuhan pesat seperti Balikpapan.
Lebih jauh lagi, penghematan yang tidak terarah dapat menurunkan motivasi kerja aparat Satuan Polisi Pamong Praja. Ketika kegiatan penting seperti pelatihan, pemeliharaan perlengkapan, atau insentif kinerja dipangkas, maka efektivitas kerja lapangan dapat terganggu. Oleh karena itu, perlu ada strategi efisiensi yang lebih berfokus pada belanja non-prioritas, seperti kegiatan seremonial, biaya perjalanan dinas luar kota, atau duplikasi program antar bidang.
Analisis dampak dari implementasi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 terhadap efisiensi anggaran belanja Satuan Polisi Pamong Praja penting dilakukan agar kebijakan ini tidak sekadar menjadi penghematan nominal, tetapi juga menjadi alat untuk memperbaiki struktur anggaran, efektivitas program, dan pencapaian kinerja unit kerja secara menyeluruh. Analisis dampak ini juga berfungsi sebagai acuan dalam menetapkan strategi yang akan akan dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan yang timbul dari penerapan kebijakan tersebut.
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi yang harus dilakukan mengimplementasikan kebijakan efisiensi anggaran agar tidak mengganggu pencapaian indikator kinerja dan penurunan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini mencakup penilaian terhadap belanja operasional, belanja modal, serta pengaruhnya terhadap tugas dan fungsi utama lembaga.
Selain itu, penelitian ini penting untuk memberikan rekomendasi strategis kepada Pemerintah Kota Balikpapan dalam merumuskan kebijakan belanja yang lebih cerdas, dengan menitikberatkan pada kegiatan yang berdampak langsung pada masyarakat dan pelayanan publik. Dengan memahami dampak efisiensi anggaran secara menyeluruh, pemerintah daerah diharapkan mampu merancang kebijakan anggaran yang lebih adaptif, responsif, dan akuntabel. Kebijakan efisiensi bukan hanya soal mengurangi pengeluaran, melainkan juga menyangkut transformasi budaya kerja dan penguatan tata kelola keuangan publik.
[bookmark: _Hlk198467993]Oleh karena itu, skripsi ini akan mengupas secara mendalam strategi yang harus dilakukan terhadap efisiensi anggaran agar tidak menurunkan kinerja Organisasi Perangkat Daerah dan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut diatas, maka penulis tertarik dengan judul “Strategi Implementasi Kebijakan Efisiensi Anggaran Tahun 2025”.
1.2. [bookmark: _Toc198504098][bookmark: _Toc198508727][bookmark: _Toc199275078]Rumusan Masalah
Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah: Bagaimana strategi yang digunakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan dalam mengimplementasikan kebijakan efisiensi anggaran berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025?
1.3. [bookmark: _Toc198504099][bookmark: _Toc198508728][bookmark: _Toc199275079]Tujuan Penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis strategi yang digunakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan dalam mengimplementasikan kebijakan efisiensi anggaran (dalam hal ini Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025).
1.4. [bookmark: _Toc198504100][bookmark: _Toc198508729][bookmark: _Toc199275080]Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi berbagai pihak yang berkepentingan dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran serta implementasi kebijakan publik di lingkungan pemerintah daerah, khususnya dalam konteks Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang mengamanatkan efisiensi belanja pemerintah.
1. Manfaat Teoritis
a. Kontribusi terhadap pengembangan akuntansi sektor publik
Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan akuntansi sektor publik, khususnya penganggaran sektor publik dalam mengimplementasikan kebijakan anggaran berbasis efisiensi. Dengan menelaah pelaksanaan kebijakan efisiensi anggaran di tingkat pemerintah daerah, penelitian ini memperluas pemahaman terhadap strategi yang digunakan dalam mengimplementasikan kebijakan dari pemerintah pusat oleh perangkat daerah, khususnya kebijakan efisiensi anggaran untuk mendapatkan hasil yang maksimal.
b. Penambahan referensi empiris dalam literatur efisiensi anggaran
Studi ini menambah sumber referensi empiris yang membahas efisiensi anggaran dalam konteks organisasi perangkat daerah, khususnya Satuan Polisi Pamong Praja. Sebagian besar literatur yang ada masih berfokus pada sektor pendidikan dan kesehatan, sehingga penelitian ini melengkapi kajian strategi efisiensi anggaran di sektor ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
c. Menjadi dasar untuk penelitian selanjutnya
Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi penelitian berikutnya yang ingin mengkaji lebih lanjut tentang strategi penerapan instruksi presiden atau kebijakan keuangan lainnya dalam mendorong efisiensi belanja pemerintah. Penelitian ini juga dapat dikembangkan menjadi studi komparatif antar daerah atau antar sektor pemerintahan.
2. Manfaat Praktis
a. Sebagai bahan evaluasi bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan
Penelitian ini memberikan gambaran konkret mengenai strategi implementasi kebijakan efisiensi anggaran dalam pengelolaan anggaran belanja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi internal untuk menilai efektivitas strategi yang digunakan dalam penerapan kebijakan efisiensi anggaran belanja.
b. Memberikan rekomendasi kebijakan untuk pengelolaan anggaran yang lebih efisien
Melalui temuan dan analisis yang dilakukan, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan praktis terkait langkah-langkah efisiensi yang dapat diterapkan, seperti pengurangan kegiatan yang tidak prioritas, optimalisasi belanja modal, atau penguatan sistem pengendalian internal.
c. Membantu pemangku kepentingan memahami hambatan dan peluang dalam pelaksanaan kebijakan efisiensi
Dengan mengidentifikasi kendala atau faktor pendukung dalam penyusunan strategi implementasi kebijakan efisiensi anggaran, penelitian ini membantu pemerintah daerah maupun pusat dalam memahami kondisi riil di lapangan, sehingga kebijakan efisiensi ke depan dapat disesuaikan secara lebih adaptif dan kontekstual.
d. Sebagai acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah lain di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan
Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan oleh perangkat daerah lain dalam menyusun dan mengelola anggaran secara efisien, khususnya dalam menindaklanjuti instruksi atau kebijakan dari pemerintah pusat yang serupa.
e. Menjadi referensi praktis bagi peneliti dan mahasiswa
Penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh kalangan akademisi, mahasiswa, dan praktisi sebagai studi kasus nyata tentang strategi implementasi kebijakan efisiensi di lingkungan pemerintah daerah. Hal ini memberikan gambaran praktis mengenai proses implementasi kebijakan publik dan strategi yang digunakan oleh organisasi perangkat daerah.
2

[bookmark: _Toc198504101][bookmark: _Toc198508730]


[bookmark: _Toc199275081][bookmark: _Toc198508731]BAB II
KAJIAN PUSTAKA
Bab ini membahas dasar konsep, penelitian terdahulu, serta kerangka pikir. Dasar konsep yang akan dibahas dalam penelitian ini ada tiga, yakni: (1) Penganggaran Sektor Publik; (2) Efisiensi Anggaran; (3) Implementasi Kebijakan; dan (4) Strategi Organisasi Sektor Publik.
2.1. [bookmark: _Toc198504102][bookmark: _Toc198508732][bookmark: _Toc199275082]Dasar Konsep
2.1.1. [bookmark: _Toc199275083][bookmark: _Toc198504103][bookmark: _Toc198508733]Penganggaran Sektor Publik
[bookmark: _Hlk199076006]Penganggaran adalah suatu proses menyusun rencana keuangan yaitu pendapatan dan pembiayaan, kemudian mengalokasikan dana ke masing-masing kegiatan sesuai dengan fungsi dan sasaran yang hendak dicapai (Nurkholis & Khusaini, 2019). Setiap kegiatan tersebut kemudian diklasifikasikan ke dalam program berdasarkan tugas dan tanggung jawab unit kerja terkait. Menurut Rubenstein dalam Nurkholis & Khusaini (2019), penganggaran sektor publik dapat diartikan sebagai proses penyusunan rencana untuk memperkenalkan program yang berurusan dengan tujuan dan sasaran dalam suatu periode, termasuk perkiraan sumber daya yang dibutuhkan, biasanya dibandingkan dengan periode sebelumnya dan menunjukkan persyaratan di masa mendatang.


Penganggaran sektor publik merupakan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter (Nurkholis & Khusaini, 2019). Dalam hal ini, anggaran berfungsi sebagai artikulasi dari strategi dan rencana strategis yang telah dirumuskan. Oleh karena itu, tahap penganggaran
2

menjadi krusial karena kegagalan dalam menyusun anggaran yang efektif dan berorientasi pada kinerja dapat menggagalkan keseluruhan perencanaan yang telah dibuat. Menurut Rubenstein dalam Nurkholis & Khusaini (2019), fungsi anggaran sektor publik diantaranya (1) sebagai alat perencanaan, (2) alat pengendalian, (3) alat kebijakan fiskal, (4) alat politik, (5) alat kooordinasi, (6) alat penilaian kinerja, dan (7) alat motivasi. Fungsi-fungsi ini menunjukkan bahwa anggaran bukan hanya dokumen keuangan, tetapi juga instrumen multidimensional yang memainkan peran penting dalam tata kelola pemerintahan yang efisien dan akuntabel.
2.1.2. [bookmark: _Toc199275084]Efisiensi Anggaran
Efisiensi anggaran dalam sektor publik merupakan ukuran efektivitas penggunaan dana yang tersedia untuk mencapai tujuan organisasi dengan meminimalisir pemborosan sumber daya (Sitepu, 2024). Dalam konteks pemerintahan, efisiensi berarti bahwa setiap alokasi anggaran harus menghasilkan manfaat yang optimal dan sesuai dengan sasaran kebijakan publik. Efisiensi anggaran berakar pada konsep ekonomi klasik yang menekankan hubungan antara input dan output, dengan fokus pada pengurangan biaya tanpa mengurangi kualitas layanan publik.
Efisiensi juga dikaitkan dengan konsep value for money, yaitu pengeluaran pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan dalam bentuk nilai manfaat yang dihasilkan. Indikator efisiensi dapat dilihat dari perbandingan antara biaya yang dikeluarkan dengan capaian output atau kinerja. Semakin kecil rasio biaya terhadap output, maka dianggap semakin efisien suatu program atau kegiatan tersebut.
Dalam praktiknya, efisiensi anggaran di sektor publik harus mempertimbangkan tiga aspek utama, yaitu efisiensi teknis, efisiensi alokatif, dan efisiensi administratif. Efisiensi teknis berkaitan dengan penggunaan sumber daya secara maksimal; efisiensi alokatif menyangkut prioritas kegiatan; dan efisiensi administratif berkaitan dengan pengelolaan internal birokrasi untuk menghindari pemborosan struktural.
2.1.3. [bookmark: _Toc198504104][bookmark: _Toc198508734][bookmark: _Toc199275085]Implementasi Kebijakan
Implementasi kebijakan merupakan proses transformasi keputusan kebijakan menjadi tindakan nyata oleh aktor-aktor pelaksana. Menurut Grindle (2017), keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh dua dimensi utama yaitu: isi kebijakan (content of policy) dan konteks pelaksanaan (context of implementation). Isi kebijakan mencakup tujuan, sumber daya, dan aktor pelaksana; sedangkan konteks melibatkan kondisi sosial-politik, struktur birokrasi, serta respon masyarakat.
Lebih lanjut, Grindle (2017) menegaskan bahwa implementasi bukanlah proses yang bersifat linier, melainkan dipengaruhi oleh interaksi antara kepentingan politik, kapasitas birokrasi, serta kondisi lokal. Oleh karena itu, meskipun suatu kebijakan dirancang secara rasional di tingkat pusat, pelaksanaannya di daerah sangat tergantung pada adaptasi lokal.
Menurut Meutia (2017), impelementasi kebijakan publik adalah kemampuan meminimalkan penggunaan sumbar daya secara benar dan tepat dalam pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat, dengan ditandai bahwa implementasi kebijakan publik merupakan suatu upaya atau tindakan untuk mempengaruhi sistem pencapaian tujuan yang diinginkan beberapa indikator yaitu: hemat, benar, tepat waktu, kebutuhan, kepuasan, alternatif, koordinasi, penerapan, pengambilan keputusan, dan tanggungjawab serta evaluasi kebijakan.
2.1.4. [bookmark: _Toc198504105][bookmark: _Toc198508735][bookmark: _Toc199275086]Strategi Organisasi Sektor Publik
Strategi organisasi sektor publik merupakan upaya sistematis yang dirancang untuk merespons dinamika lingkungan eksternal dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya internal agar dapat mencapai tujuan pelayanan publik. Menurut Grindle (2017), strategi organisasi mencakup identifikasi masalah, penentuan prioritas kegiatan, pengalokasian sumber daya, serta mekanisme pengawasan dan evaluasi.
Dalam konteks efisiensi anggaran, strategi organisasi sangat penting untuk memastikan setiap program atau kegiatan benar-benar selaras dengan kebutuhan masyarakat dan mampu menghasilkan output yang maksimal. Salah satu pendekatan yang digunakan dalam strategi organisasi publik adalah strategic budgeting, yaitu perencanaan anggaran yang berorientasi pada hasil, bukan sekadar pengeluaran.
Satuan Polisi Pamong Praja sebagai organisasi sektor publik perlu menyusun strategi efisiensi dengan mempertimbangkan kondisi keuangan, potensi sumber daya, serta respons masyarakat terhadap kebijakan yang dijalankan. Penggunaan teknologi informasi untuk pelaporan digital, pelibatan masyarakat dalam pengawasan, serta pelatihan personel agar multifungsi merupakan contoh strategi efisiensi yang adaptif.
2.2. [bookmark: _Toc198504106][bookmark: _Toc198508736][bookmark: _Toc199275087]Penelitian Terdahulu
Penelitian terdahulu menjadi acuan penting dalam menyusun dasar teoretis dan kerangka empirik pada penelitian ini. Beberapa studi sebelumnya membahas kebijakan efisiensi anggaran dan strategi implementasi pada lembaga pemerintahan, baik pusat maupun daerah. Melalui studi ini, dapat ditarik benang merah bahwa kebijakan efisiensi cenderung berdampak signifikan pada aktivitas kelembagaan, namun strategi adaptif dapat membantu mempertahankan efektivitas kinerja.
Tabel berikut merangkum hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan:
[bookmark: _Toc199273304][bookmark: _Toc199273336]Tabel 2.2.1 Daftar Penelitian Terdahulu
	[bookmark: _Hlk201056213]No
	Peneliti dan Tahun
	Judul Penelitian
	Jenis Penelitian
	Hasil Penelitian

	1
	Aldila & Estiningrum (2022)	Kebijakan Refocusing Anggaran dan Strategi di Masa Pandemi Covid-19
	Kualitatif
	Strategi yang dilakukan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar antara lain melakukan revisi anggaran, dan penundaan program atau kegiatan cukup berhasil dalam pelaksanaan kebijakan refocusing anggaran.

	2
	Soewardi et al. (2023)	Pandemi Covid-19 dan Realisasi Realokasi dan Refocusing Anggaran Pembangunan Provinsi Jawa Timur
	Deskriptif Kuantitatif
	Penggunaan anggaran Belanja Tidak Terduga diarahkan untuk tetap menjaga target capaian Indikator Kinerja Utama agar tidak terjadi perubahan (naik/turun) secara signifikan, dan permasalahan yang muncul atas implementasi kebijakan alokasi anggaran penanganan pandemi Covid-19 adalah penurunan Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah dan refocusing anggaran dalam rangka penanganan masalah kesehatan, pemulihan ekonomi, dan penyediaan jaring pengaman sosial.





	No
	Peneliti dan Tahun
	Judul Penelitian
	Jenis Penelitian
	Hasil Penelitian

	3
	Sopanah et al. (2022)	Analisis Efektivitas Refocusing Anggaran Pada Pemerintah Kota Malang Di Masa Pandemi Covid-19
	Studi Kasus Kualitatif
	Pelaksanaan refocusing anggaran diwujudkan dengan penanganan kesehatan, pemulihan ekonomi dan antisipasi penurunan ekonomi daerah sebagai upaya untuk menekan jumlah pasien positif Covid-19 dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi telah dilakukan dan semakin efektif.

	4
	Habibah (2020)	Kebijakan Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran Pemerintah Daerah di Masa Pandemi Covid-19
	Studi Kasus Kualitatif
	Ditjen Tanaman Pangan dan Badan Ketahanan Pangan melakukan proses penentuan besaran pengurangan anggaran dilakukan secara campuran antara top down dan bottom up dengan menggunakan skala prioritas menjadi pertimbangan utama pada saat menentukan kegiatan yang akan dikurangi anggarannya dan belanja barang menjadi jenis belanja yang paling terpengaruh dengan kebijakan pemotongan.

	5
	Astiti (2020)	Pemangkasan Anggaran Karena Imbas Covid 19
	Deskriptif Kualitatif
	Pemangkasan anggaran dilakukan kepada kegiatan yang melibatkan banyak orang dan semua anggaran yang sifatnya tidak mendesak atau ditunda.



Dari hasil studi terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan efisiensi anggaran sangat tergantung pada strategi kelembagaan yang adaptif dan kontekstual. Oleh karena itu, penelitian ini menitikberatkan pada analisis strategi yang diterapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan sebagai bentuk respons terhadap Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.
2.3. [bookmark: _Toc198504107][bookmark: _Toc198508737][bookmark: _Toc199275088]Kerangka Pikir
Kerangka pemikiran merupakan dasar konseptual yang menjelaskan keterkaitan antar variabel dalam penelitian. Menurut Creswell (2018), kerangka pemikiran dalam penelitian kualitatif disusun secara fleksibel dan berfungsi sebagai panduan dalam menelaah permasalahan di lapangan. Peneliti membangun pemahaman melalui hubungan antara teori, konteks empiris, dan dinamika sosial yang terjadi di lapangan.
Dalam penelitian ini, kerangka pemikiran disusun untuk menjelaskan hubungan antara kebijakan efisiensi anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, dengan implementasinya di tingkat daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan. Penerapan kebijakan ini memiliki konsekuensi terhadap ketersediaan sumber daya dan strategi kelembagaan dalam menjaga efektivitas pelayanan publik.
Kebijakan efisiensi anggaran menjadi faktor yang memicu kebutuhan perubahan strategi organisasi. Strategi tersebut dapat berupa prioritisasi kegiatan, kolaborasi lintas sektor, digitalisasi proses operasional, dan optimalisasi sumber daya manusia. Dalam konteks ini, hasil dari strategi tersebut berdampak pada efektivitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan fungsi penegakan hukum dan pelayanan masyarakat.
Creswell (2018) menyatakan bahwa dalam pendekatan studi kasus, peneliti harus merancang kerangka pemikiran berbasis pada realitas sosial dan kondisi kontekstual. Oleh karena itu, kerangka ini juga mempertimbangkan faktor kontekstual seperti struktur birokrasi lokal, budaya organisasi, dan dukungan stakeholder.
Berdasarkan penjelasan dan fenomena di atas, maka dapat digambarkan rerangka pikiran berikut ini:
[image: ]
[bookmark: _Toc198563053][bookmark: _Toc199273494]Gambar 2.3.1 Kerangka Pikiran
[bookmark: _Toc198504108][bookmark: _Toc198508738]Dengan kerangka tersebut, penelitian ini akan menjawab bagaimana Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan merespons kebijakan efisiensi anggaran melalui strategi yang diterapkan, serta bagaimana strategi tersebut mempengaruhi efektivitas kinerjanya di lapangan.
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[bookmark: _Toc199275089][bookmark: _Toc198508739]BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
Pada bab tiga ini membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan metode penelitian. Adapun bab ini membahas definisi operasional, jenis penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.
3.1. [bookmark: _Toc198504109][bookmark: _Toc198508740][bookmark: _Toc199275090]Definisi Operasional
Definisi operasional adalah penjelasan yang diberikan oleh penulis mengenai istilah atau konsep yang terdapat dalam penelitian ini. Definisi operasional disini diberikan untuk menyamakan kemungkinan penjelasan yang beragam antara peneliti dengan orang yang membaca penelitian ini. Selain itu, definisi operasional disini diberikan agar pembaca penelitian ini lebih mudah memahami tentang maksud dan fokus penelitian ini.
Sehubungan dengan itu, maka definisi operasional yang diberikan oleh penulis sehubungan dengan penelitian “Strategi Implementasi Kebijakan Efisiensi Anggaran Tahun 2025” adalah sebagai berikut:
1. Penganggaran Sektor Publik adalah serangkaian proses perencanaan dan penetapan alokasi dana yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan sasaran, fungsi, serta tanggung jawab organisasi.


2. Efisiensi Anggaran adalah segala bentuk kebijakan atau arahan dari pemerintah pusat (dalam hal ini Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025) 
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yang bertujuan mengurangi belanja non-prioritas dan meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran di lingkungan pemerintahan daerah.
3. Implementasi Kebijakan adalah sebagai bentuk dari penerapan kebijakan atau aturan dari pemerintah pusat (Instruksi Presiden Nomor1 Tahun 2025) yang mengatur tentang pelaksanaan efisiensi anggaran belanja kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
4. Strategi Organisasi Sektor Publik adalah serangkaian tindakan yang dirancang oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan untuk merespons kebijakan efisiensi, seperti penyesuaian program, penguatan SDM, penggunaan teknologi, dan kolaborasi lintas sektor.
3.2. [bookmark: _Toc198504110][bookmark: _Toc198508741][bookmark: _Toc199275091]Jenis Penelitian
Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian studi kasus dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian studi kasus adalah jenis penelitian yang berfokus pada eksplorasi mendalam terhadap suatu peristiwa, program, aktivitas, atau individu dalam batasan tertentu (Creswell, 2018). Studi kasus merupakan jenis penelitian berfokus pada satu unit analisis (satu orang, satu kelompok, satu peristiwa, satu organisasi, dan seterusnya) (Saldana, 2011). Jenis penelitian ini berfungsi sebagai proyek menyeluruh yang cukup mudah dikelola bagi pemula dalam penelitian kualitatif untuk mempelajari metode dasar kerja lapangan, pengumpulan data, dan analisis (Saldana, 2011). Tujuannya tidak selalu untuk mengembangkan argumen mengenai suatu kasus dapat mewakili atau mencerminkan individu atau lokasi yang sebanding (Saldana, 2011). Berbeda dengan penelitian yang meneliti sejumlah besar latar atau partisipan untuk mengumpulkan spektrum perspektif yang lebih luas dan lebih representatif, studi kasus itu sendiri dinilai sebagai suatu unit yang memungkinkan dilakukannya pemeriksaan mendalam (Saldana, 2011).
Penelitian kualitatif adalah suatu jenis pendekatan penelitian dalam ilmu sosial yang menggunakan paradigma alamiah, berdasarkan teori fenomenologis (dan sejenisnya) untuk meneliti masalah sosial dalam suatu kawasan dari segi latar dan cara pandang obyek yang diteliti secara menyeluruh (Abdussamad, 2021). Penelitian kualitatif … tidak dapat dilakukan di laboratorium, melainkan hanya dapat dilakukan di lapangan (Abdussamad, 2021).
Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang memberikan penjelasan secara mendalam dan menyeluruh mengenai suatu fenomena tertentu yang terjadi di lapangan. Dalam hal ini peneliti bermaksud untuk menjelaskan bagaimana penerapan kebijakan efisiensi anggaran (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025) dan strategi yang digunakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan dalam penerapan kebijakan tersebut.
3.3. [bookmark: _Toc198504111][bookmark: _Toc198508742][bookmark: _Toc199275092]Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian merupakan tempat peneliti melakukan penelitian. Penelitian ini dilakukan di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman RT. 10 Nomor 6, Kelurahan Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur.
3.4. [bookmark: _Toc198504112][bookmark: _Toc198508743][bookmark: _Toc199275093]Jenis Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua jenis, yakni data primer dan data sekunder.
1. Data Primer
Data primer dapat diartikan sebagai data yang didapat secara langsung tanpa perantara dari sumber aslinya (Murdiyanto, 2020). Dalam suatu penelitian, data primer ini diperoleh dengan melakukan suatu pengukuran, penyebaran angket, melakukan observasi serta wawancara, dan lain-lain (Hardani et al., 2020).
Dalam penelitian ini, penulis mendapatkan data primer melalui wawancara. Adapun data primer yang digunakan oleh penulis berupa hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan, Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan, dan Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan.
2. Data Sekunder
Data sekunder dapat diartikan sebagai data yang diperoleh secara tidak langsung, yang biasanya berupa profil, laporan, pedoman, atau pustaka (Hardani et al., 2020). Data sekunder ini biasanya berupa data yang sudah diolah dan disajikan oleh pihak lain.
[bookmark: _Hlk198439224]Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan oleh penulis antara lain: (1) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Murni Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2025; (2) Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2025; dan (3) Dokumen terkait efisiensi anggaran tahun 2025.
3.5. [bookmark: _Toc198504113][bookmark: _Toc198508744][bookmark: _Toc199275094]Teknik Pengumpulan Data
Langkah yang paling strategis dalam suatu penelitian adalah teknik pengumpulan data, karena mendapatkan suatu data merupakan tujuan utama dari penelitian (Hardani et al., 2020). Agar data yang didapat merupakan data valid, maka dibutuhkan metode pengumpulan data yang tepat sesuai dengan kebutuhan penelitian (Murdiyanto, 2020). Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini antara lain:
1. Wawancara Semi Terstruktur
Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan suatu percakapan atau tanya jawab secara lisan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dengan maksud tertentu (Hardani et al., 2020). Sesuai dengan pengertian di atas, percakapan dalam wawancara ini dilakukan oleh dua pihak, yakni pewawancara (interviewer) yaitu pihak yang memberikan pertanyaan dan pihak yang diwawancarai (interviewee) sebagai pihak yang menjawab pertanyaan yang telah diberikan tadi (Hardani et al., 2020). 
Wawancara semi terstruktur merupakan jenis wawancara yang lebih bebas pelaksanaannya dibandingkan dengan wawancara terstruktur (Abdussamad, 2021). Dalam wawancara terstruktur, peneliti melakukan wawancara dengan memberikan sejumlah pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya. Sedangkan dalam wawancara semi terstruktur ini, di samping wawancara dilakukan dengan memberi sejumlah daftar pertanyaan yang telah disiapkan tadi, namun memungkinkan pula munculnya pertanyaan baru yang idenya baru muncul secara spontan sesuai dengan konteks pembicaraan saat wawancara dilakukan. Adapun wawancara jenis ini dilakukan agar dapat menemukan permasalahan dengan lebih terbuka, serta pihak yang diwawancarai dapat dimintai pendapat serta ide-idenya (Abdussamad, 2021).
Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan guna mencari informasi seputar penerapan kebijakan efisiensi anggaran dan strategi yang dilakukan. pertanyaan akan dibagi menjadi beberapa kategori agar sistematis dan mudah digunakan saat proses pengumpulan data lapangan. Beberapa kategori tersebut antara lain: pertanyaan umum sebagai pengantar, pertanyaan tentang pemahaman terhadap kebijakan efisiensi anggaran, pertanyaan tentang implementasi kebijakan efisiensi anggaran, pertanyaan tentang strategi yang diterapkan, pertanyaan tentang dampak dan evaluasi kinerja, dan pertanyaan penutup yang berisi tentang tantangan yang dihadapi serta saran dan rekomendasi.
 Adapun pihak yang nantinya akan diwawancarai dalam penelitian ini antara lain:
1. Bapak Drs. Boedi Liliono, MM. selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan.
2. Bapak Iin Roydiansyah, A.Md. selaku Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan Satuan Poliai Pamong Praja Kota Balikpapan.
3. Ibu Anita Damayanti, selaku Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan.
2. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang mana data penelitian didapatkan melalui dokumen-dokumen yang ada (Hardani et al., 2020). Dalam penelitian ini, dokumen yang digunakan antara lain: (1) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Murni Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2025; (2) Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2025; dan (3) Dokumen terkait efisiensi anggaran tahun 2025.
3. Observasi Non Partisipasi
Observasi adalah suatu teknik atau cara mengumpulkan data yang sistematis terhadap obyek penelitian baik secara langsung maupun tidak langsung (Hardani et al., 2020). Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data apabila: (1) sesuai dengan tujuan penelitian (2) direncanakan dan dicatat secara sistematis, dan (3) dapat dikontrol keadaannya (reliabilitasnya) dan kesahihannya (validitasnya) (Hardani et al., 2020). 
Tujuan observasi adalah untuk mendeskripsikan perilaku objek serta memahaminya atau bisa juga hanya ingin mengetahui frekuensi suatu kejadian (Murdiyanto, 2020). Alasan peneliti melakukan observasi adalah untuk menyajikan gambaran realistik perilaku atau kejadian, untuk menjawab pertanyaan, untuk membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut (Hardani et al., 2020). 
Menurut Murdiyanto (2020), observasi non partisipasi yaitu pengamat tidak terlibat dengan orang atau kegiatan yang diteliti, disini peneliti mengumpulkan data dengan pengamatan saja. Dalam observasi non partisipasi pengamat tidak ikut serta dalam kegiatan, dia hanya berperan mengamati kegiatan, tidak ikut dalam kegiatan (Hardani et al., 2020).
3.6. [bookmark: _Toc198504114][bookmark: _Toc198508745][bookmark: _Toc199275095]Teknik Analisis Data
Analisis data dapat diartikan sebagai suatu cara untuk mencari dan menyusun data yang telah didapatkan lewat wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi secara sistematis, dengan cara mengelompokkan data ke dalam kategori, melakukan penjabaran, melakukan sintesa, menyusunnya ke dalam suatu pola, melakukan pemilihan bagian-bagian penting yang akan dikaji, lalu membuat kesimpulan agar dapat dipahami lebih mudah oleh diri sendiri dan juga orang lain (Hardani et al., 2020).
Adapun teknik yang digunakan oleh penulis untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah teknik analisis dari Creswell. Langkah-langkah dalam melakukan analisis data menurut teknik ini adalah: (1) mengolah serta mempersiapkan data yang akan dianalisis; (2) membaca dan melihat keseluruhan data; (3) meng-coding seluruh data untuk dilakukannya analisis lebih detail; (4) menggunakan proses coding untuk mendeskripsikan kategori-kategori atau tema-tema yang akan dianalisis; (5) menghubungkan antar tema (6) melakukan interpretasi atau memaknai tema (Creswell, 2018).
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Adapun penjelasan mengenai langkah-langkah teknik analisis data di atas adalah sebagai berikut:
1. Mengolah dan menyiapkan data untuk dianalisis. Pada langkah ini peneliti membuat transkrip wawancara, mengetik data lapangan yang didapat, dan memilah serta menyusun data tersebut ke dalam jenis-jenis yang berbeda berdasarkan sumber informasinya.
2. Membaca dan melihat keseluruhan data. Pada langkah ini peneliti perlu untuk melihat serta membaca seluruh data yang sudah dikumpulkan, agar dapat mengetahui data apa saja yang sudah didapat dan juga sumber datanya, lalu merefleksikan maknanya secara keseluruhan. Peneliti perlu memahami setiap informasi yang disampaikan oleh informan. Dengan memahami data tersebut, peneliti dapat memilih data mana yang penting terkait dengan penelitian ini. Setelah itu peneliti juga diharuskan untuk dapat memilah, mengkategorikan, dan membuat tema terhadap data-data yang ada.
3. Menganalisis lebih detail dengan meng-coding data. Coding adalah suatu proses yang dilakukan oleh peneliti yakni memberikan tanda terhadap data yang sudah dikelompokkan. Kelompok data dengan jenis yang sama akan diberi kode yang sama. Dengan adanya coding ini peneliti dapat membuat kategori-kategori atau tema-tema baru.
4. Menggunakan proses coding untuk mendeskripsikan kategori-kategori dan tema-tema yang akan dianalisis. Melalui proses coding tadi, peneliti dapat membuat kategori-kategori dan tema-tema tertentu. Setelah tema-tema tersebut dihasilkan, maka selanjutnya peneliti harus mendeskripsikannya secara singkat serta sistematis agar tema-tema tersebut menjadi lebih jelas.
5. Menghubungkan antar tema. Pada langkah ini peneliti merlu mencari apakah tema satu dengan tema yang lainnya berhubungan.
6. Melakukan interpretasi atau memaknai tema. Setelah dilakukannya penghubungan antar tema, maka peneliti perlu memberikan penjelasan makna atau interpretasi agar orang lain dapat mudah memahaminya.
Berdasarkan hal-hal di atas, proses analisis data yang dilakukan oleh penulis untuk mencari tahu mengenai startegi implementasi kebijakan efisiensi anggaran belanja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan adalah sebagai berikut:
1. Peneliti membuat transkrip wawancara berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan, Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan, Bendahara Pengeluaran, menyusun dokumen yang sudah didapatkan yakni berupa Dokumen Pelaksanaan Anggaran Murni Tahun Anggaran 2025, Rencana Kerja Anggaran Perubahan Tahun Anggaran 2025, dan dokumen terkait pelaksanaan efisiensi anggaran tahun 2025. Lalu setelah itu peneliti memilih serta menyusun data tersebut.
2. Lalu setelah itu peneliti membaca seluruh data yang telah dikumpulkan tadi, dan memahami setiap informasi yang disampaikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan, Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan, dan Bendahara Pengeluaran berkaitan dengan efisiensi anggaran tahun 2025. Setelah memahami data tersebut, maka peneliti memilih data penting yang terkait dengan penelitian ini, lalu memilah, mengkategorikan, serta membuat tema berdasarkan data-data yang sudah diperoleh tadi.
3. Setelah itu peneliti melakukan coding data, yakni peneliti menandai data-data yang sudah dikelompokkan tadi, adapun kelompok data dengan jenis yang sama maka akan diberi kode yang sama.
4. Setelah melakukan proses coding tadi, peneliti mendapat kategori-kategori berkenaan dengan efisiensi anggaran belanja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan. Lalu setelah kategori-kategori tersebut dihasilkan, maka selanjutnya peneliti mendeskripsikannya secara singkat dan sistematis agar tiap-tiap kategori tersebut menjadi lebih jelas.
5. Selanjutnya peneliti menghubungkan kategori-kategori yakni implementasi kebijakan efisiensi anggaran dan strategi yang digunakan Satuan Polisi Pamong Praja, untuk mengetahui efektivitas penggunaan strategi efisiensi anggaran belanja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan tahun 2025. 
6. Langkah terakhir adalah peneliti memberikan penjelasan mengenai komponen program dan kegiatan yang mengalami efisiensi tersebut berkaitan dengan tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan agar orang lain dapat dengan mudah memahami mengenai prinsip efektivitas strategi dalam efisiensi anggaran. 
Berdasarkan penjelasan di atas, proses analisis data yang dilakukan oleh penulis untuk mencari tahu mengenai implementasi kebijakan efisiensi anggaran dan efektivitas strategi yang digunakan dapat digambarkan sebagai berikut:
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	Sumber

	1
	Bagaimana Bapak memahami substansi dari Inpres No. 1 Tahun 2025 mengenai efisiensi anggaran di sektor pemerintahan?
	Habibah (2020)
	2
	Apa langkah strategis pertama yang Bapak ambil untuk merespons kebijakan tersebut di lingkungan Satpol PP?
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	Bagaimana koordinasi dilakukan antar bidang untuk menentukan kegiatan yang diprioritaskan dan yang harus dikurangi?
	Sopanah et al. (2022)
	4
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	Habibah (2020)
	6
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	6
	Apa tantangan dalam mengkoordinasikan revisi dan perubahan anggaran lintas bidang?
	Habibah (2020)
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	Rekomendasi perbaikan apa yang Anda usulkan untuk mekanisme perencanaan program agar lebih adaptif?
	Aldila & Estiningrum (2022)
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	1
	Sejak diberlakukannya efisiensi anggaran, bagaimana perubahan dalam pola belanja dan realisasi pengeluaran?
	Astiti (2020)

	2
	Jenis belanja apa yang paling terdampak dan bagaimana cara menyesuaikan penggunaannya?
	Habibah (2020)
	3
	Bagaimana strategi Ibu dalam menjaga tingkat penyerapan anggaran agar tidak menurun drastis?
	Soewardi et al. (2023)

	4
	Bagaimana prosedur pelaporan realisasi belanja selama kebijakan efisiensi diterapkan? Apakah ada perubahan?
	Aldila & Estiningrum (2022)
	5
	Apakah efisiensi menyebabkan kendala administratif, seperti pengembalian anggaran atau revisi kegiatan SPJ?
	Astiti (2020)

	6
	Apa tantangan utama yang Anda hadapi dalam mengelola anggaran dalam kondisi efisiensi fiskal?
	Aldila & Estiningrum (2022)
	7
	Rekomendasi apa yang dapat Anda sampaikan terkait tata kelola anggaran yang efisien dan akuntabel?
	Soewardi et al. (2023)
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